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ABSTRAK 
Senggo (G2C1 12 032) ”Budaya Organisasi Dalam Pelayanan Publik (studi) Pada 

Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan Kota Kendari, dibimbing oleh  Abdul Kadir 
sebagai ketua komisi pembimbing dan Muh. Nuryamin sebagai anggota komisi pembimbing 

Penelitian  ini bertujuan: untuk mengetahui dan menganalisis  budaya organisasi 
dalam pelayanan publik pada Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan Kota Kendari. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif. Tehnik  mengumpulan data adalah  
wawancara dan  studi dokumen. Hasil penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode 
analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  (1) Budaya organisasi 
dalam pelayanan publik di Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan Kota Kendari, ditinjau 
dari 5 (lima) dimensi budaya organisasi dalam penelitian ini yaitu:  (a) Inovasi, (b) Perhatian 
kepada kerincian, (c) Orientasi hasil, (d) Orientasi orang dan (e) Orientasi tim, karena diakui  
sebagai nilai-nilai  budaya organisasi  yang menjadi pedoman bersama dalam melaksanakan 
tugas pelayanan publik yang  memiliki kontribusi terlaksananya dan terwujudnya pelayanan 
perizinan yang optimal yang menekankan efektivitas, sederhana,  kejelasan, keterbukaan,  
dan ketepatan waktu.  (2) Budaya organisasi dalam pelayanan publik pada Badan 
Penyelenggara Pelayanan Perizinan Kota Kendari,  karena dengan adanya nilai-nilai budaya 
yang menjadi pedoman bersama bagi pegawai dalam melaksanakan tugas pelayanan 
perizinan maka pelayanan publik yang menekankan efektivitas,  sederhana,   kejelasan, 
keterbukaan,  dan ketepatan waktu, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. 
Sebaliknya jika nilai budaya organisasi tidak dijadikan sebagai pedoman bersama dalam 
melaksanakan tugas pelayanan publik maka pelayanan publik yang menekankan efektivitas,  
sederhana,   kejelasan, keterbukaan,  dan ketepatan waktu tidak dapat tercapai secara optimal 
sehingga tujuan Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan Kota Kendari tidak tercapai 
dengan optimal. 
Kata Kunci : Budaya Organisasi, Pelayanan Publik dan Perizinan.  
 
1. PENDAHULUAN 

Tantangan yang cukup komplek 
lainnya adalah mengubah budaya kerja lama 
yang tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai 
budaya kerja baru pada seluruh pegawai atau 
karyawan secara sukarela dan partisipasi 
pegawai secara sukarela. Orang tidak akan 
berubah dengan sendirinya hanya dengan 
diperintah, dan hanya akan berubah kalau dia 
menyadarinya dan menginginkannya secara 
sukarela, orang yang bersedia meninggalkan 
cara lama sangat sedikit jumlahnya, bahkan 

ketika situasi menjamin sekalipun (Osborn 
dan Plastrik, 2000 : 241). 

Membentuk budaya organisasi yang 
akan menentukan keberhasilan suatu 
organisasi, apapun bentuk dan tujuan 
organisasi tersebut. Budaya kerja juga 
dianggap mempengaruhi hubungan dan 
suasana kerja kearah yang lebih baik, serta 
mampu mempengaruhi hasil kerja dan 
kepuasan yang lebih baik. 

Dari sisi pelayanan publik pemerintah 
telah melakukan berbagai upaya agar 
menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, 
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tepat, manusiawi, murah, tidak diskriminatif, 
dan transparan. Selain itu, pemerintah telah  
menyusun Rancangan Undang-Undang 
tentang pelayanan publik yang isinya memuat 
standar pelayanan minimum. Namun, upaya-
upaya yang telah ditempuh oleh pemerintah 
nampaknya belum optimal. Salah satu 
indikator yang dapat dilihat dari fenomena ini 
adalah pada fungsi pelayanan publik yang 
banyak dikenal dengan sifat birokratis dan 
banyak mendapat keluhan dari masyarakat 
karena masih belum memperhatikan 
kepentingan masyarakat penggunanya. 

Anggapan masyarakat tentang 
pelayanan birokrasi yang berbelit-belit dan 
panjang, yang sering menjadi penghambat 
dalam menjembatani kebutuhan pelayanan 
dari aparatur banyak yang kurang simpati, 
bahan banyak mengecewakan yang 
seharusnya memberikan kepuasan kepada 
masyarakat dengan mengutamakan 
kepentingan dan pelayanan masyarakat. Hal 
ini tentunya akan menjadi penghambat bagi 
program pembangunan pemerintah. Bahkan 
akan sulit untuk menciptakan good 
governance yang transparan, akuntabel, 
demokrasi, dan partisipatif dan berakibat 
pelayanan kepada masyarakat tidak efektif 
dan tidak efisien. Berdasarkan uraian pada 
latar belakang penelitian, maka yang menjadi 
1permasalahan dalam penelitian ini dapat 
dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana  
budaya organisasi dalam pelayanan publik 
pada Badan Penyelenggara Pelayanan 
Perizinan Kota Kendari?” 
  Adapun tujuan dalam penelitian ini 
adalah  untuk mendeskripsikan dan 
menganalisis budaya organisasi dalam 
pelayanan publik pada Badan Penyelenggara 
Pelayanan Perizinan Kota Kendari. 
2. TINJAUAN PUSTAKA  
2.1. Konsep Budaya Organisasi 
  Pendapat yang relevan mengenai budaya 
organisasi juga dikemukakan Andrew D. 
Brown (Matondang, 2008: 66) bahwa: 

Budaya organisasi merupakan suatu 
konstelasi dari keyakinan-keyakinan, 
kebiasaan-kebiasaan, sistem nilai-nilai, 
norma-norma perilaku merupakan suatu 
cara-cara yang unik pada setiap 

organisasi, kemudian budaya organisasi 
tersebut menjadi pola dalam 
melaksanakan kegiatan dan tindakan di 
dalam organisasi. 

2.2.Konsep Pelayanan Publik  
 Pandangan yang relevan dengan 
pendapat tersebut, juga dikemukakan oleh 
oleh  Pasolong (2010: 130) bahwa: 

Pelayanan publik adalah pemberian 
pelayanan (melayani) keperluan orang lain 
atau masyarakat yang mempunyai 
kepentingan pada organisasi itu sesuai 
dengan aturan pokok dan tata cara yang telah 
ditetapkan. Selanjutnya dijelaskan   bahwa 
pelayanan publik sebagai fokus disiplin Ilmu 
Administrasi publik tetap menarik untuk 
dicermati karena pelayanan yang diberikan 
oleh aparatur pemerintah kepada publik 
masih dianggap “belum baik atau tidak 
memuaskan”. 
 Sehingga pelayanan yang diberikan pada 
Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan 
Kota Kendari  sesuai yang asaz pelayanan 
publik. Hal tersebut didukung dengan 
pendapat Widodo (2001: 270) bahwa 
pelayanan publik yang profesional adalah 
pelayanan publik dicirikan oleh adanya 
akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi 
layanan yaitu aparatur pemerintah, ciri-
cirinya yaitu: kejelasan dan kepastian 
(transparan) mengandung arti adanya 
kejelasan dan kepastian mengenai (a) 
prosedur tata cara pelayanan. (b) persyaratan 
pelayanan, baik teknis maupun persyaratan 
administratif. (c) unit kerja dan atau pejabat 
yang berwenang dan tanggung jawab dalam 
memberikan pelayanan. (d) rincian biaya/tarif 
pelayanan dan tata cara pembayarannya, dan 
(e) jadwal waktu penyelesaian pelayanan. 
3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Badan 
Penyelenggara Pelayanan Perizinan Kota 
Kendari. Pelaksanaan penelitian  ini secara 
keseluruhan memerlukan waktu tiga bulan 
dengan rincian kegiatan yaitu (1) Persiapan, 
(2) Penelitian lapangan, (3) Koding data, (4) 
Editing data, (5) Analisis data, (6) Penulisan 
laporan, (7) konsultasi dan ujian tesis. 

Metode  penelitian ini menggunakan 
jenis penelitian deskriptif kualitatif. 
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Penggunaan metode ini adalah untuk 
mendeskripsikan budaya organisasi dalam 
pelayanan publik pada Badan Penyelenggara 
Pelayanan Perizinan Kota Kendari.  

Data yang diperlukan dalam 
penelitian ini meliputi data primer dan 
skunder. Data primer diperoleh secara 
langsung dari informan melalui penelitian 
dilapangan dengan melakukan wawancara 
yang berkaitan dengan budaya organisasi 
dalam Pelayanan publik pada Badan 
Penyelenggara Pelayanan Perizinan Kota 
Kendari.  Jenis penelitian ini adalah 
deskriptif  kualitiatif, sehingga pengambilan 
sampel atau informan dilakukan secara 
purposive sampling.  

Tehnik pengumpulan data penelitian ini 
menggunakan dua cara yakni: 
1. Wawancara mendalam (In-depth 

Interview) atau  wawancara tak 
terstruktur,  yaitu penulis melakukan 
wawancara kepada informan yang telah 
ditetapkan  dipandu dengan pedoman 
wawancara (interview guide) tentang 
budaya organisasi dan pelayanan publik 
pada Badan Penyelenggara Pelayanan 
Perizinan Kota Kendari dan dibantu alat 
perekam suara (tape recorder), alat 
pencatat (buku dan pena).  

2.  Studi Dokumen, yaitu penulis melakukan 
pengumpulan data  sekunder yang 
diperlukan untuk menunjang penelitian 
ini. 

Data penelitian yang telah dikumpulkan 
mengenai budaya organisasi dalam pelayanan 
publik pada Badan Penyelenggara Pelayanan 
Perizinan Kota Kendari dianalisis dengan  
melalui tiga komponen utama yakni : (1) 
reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) 
penarikan kesimpulan ataupun verifikasi. 
Ketiga proses analisis data tersebut berperan 
penting dalam proses dan saling berkaitan 
serta menentukan hasil akhir analisis yang 
terkait dengan budaya organisasi dalam 
pelayanan publik pada  Badan Penyelenggara 
Pelayanan Perizinan Kota Kendari. Dengan 
demikian model analisis data kualitatif. 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN  
 Pelayanan perizinan yang 
diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara 

Pelayanan Perizinan Kota Kendari didasari 
budaya organisasi yakni nilai-nilai atau 
norma-norma yang berlaku disepakati dan 
dianut secara bersama sehubungan 
pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai 
tujuan.  Dengan demikian budaya organisasi 
memiliki  kontribusi pada pelayanan publik 
yang ditandai dengan 5 (lima) dimensi 
penting yaitu:  (1)  inovasi, (2)  perhatian 
kepada kerincian, (3).  orientasi hasil, (4)  
orientasi orang, (5) orientasi tim. 

Dimensi-dimensi yang memiliki 
indikator-indikator budaya organisasi 
menjadi rujukan dalam memperoleh 
gambaran dalam  pelayanan publik  di Badan 
Penyelenggara Pelayanan Perizinan Kota 
Kendari. Budaya organisasi dalam pelayanan 
publik  di Badan Penyelenggara Pelayanan 
Perizinan Kota Kendari adalah sebagai 
berikut: 
a. Inovasi  

Dari hasil penelitian menunjukkan 
bahwa budaya organisasi pada dimensi 
inovasi menekankan pada indikator yaitu: (1) 
adanya dorongan pegawai untuk 
mengemukakan cara baru yang lebih baik, (2)
    mengemukakan kreatifitas kerja,   
(3) dorongan untuk melakukan terobosan-
terobosan baru dalam bekerja, (4) mendorong 
pegawai untuk mengembangkan 
kemampuannya, (5) mendorong pegawai  
untuk melaksanakan gagasan baru dalam 
bekerja  dan,  (6) mendorong pegawai 
tanggap dalam memanfaatkan peluang yang 
ada kontribusi pada pelayanan publik di 
Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan 
Kota Kendari. Dengan nilai inovasi tersebut 
pegawai dalam memberikan pelayanan 
perizinan kepada masyarakat mengutamakan 
prinsip efektivitas, sederhana, kejelasan, 
keterbukaan dan ketepatan waktu. Dengan 
demikian maka inovasi sebagai dimensi dari 
budaya organisasi menurut penulis dapat 
meningkatkan pelayanan publik di Badan 
Penyelenggara Pelayanan Perizinan Kota 
Kendari. 
b. Perhatian Kepada Kerincian. 
  Sehubungan dengan hasil penelitian 
tersebut maka nilai-nilai budaya organisasi 
aspek  perhatian pada kerincian dengan 
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indikator yaitu:  (1) kepercayaan untuk 
bertanggungjawab, (2) tuntutan untuk 
bertanggungjawab dan keberhasilan dan, (3) 
memiliki cara penyelesaian pekerjaan sesuai 
dengan fungsinya, pada dasarnya dapat 
mewujudkan pelayanan public yang lebiha 
baik pada Badan Penyelenggara Pelayanan 
Perizinan Kota Kendari. Hal ini dimaknai 
bahwa dengan kemampuan pegawai 
menyelesaikan pekerjaan sesuai fungsinya 
maka pelayanan publik dapat terlaksana 
secara efektif, sederhana, adanya kejelasan, 
keterbukaan dan ketepatan waktu 
sebagaimana yang diharapkan oleh 
masyarakat. 
c. Orientasi Hasil. 
  Sistem pelayanan publik  pada Badan 
Penyelenggara Pelayanan Perizinan Kota 
Kendari dapat berhasil karena adanya 
penerapan nilai-nilai budaya kerja yang 
berorientasi pada hasil kerja. Orientasi hasil 
yang menekankan pada  nilai-nilai sebagai 
berikut: (1) kejelasan dalam pelayanan 
perizinan, (2) informasi keberhasilan kerja 
pegawai,  (3) efisiensi kerja pegawai dan, (4) 
efektivitas kerja pegawai. Dengan penerapan 
nilai-nilai budaya kerja yang mengutamakan 
hasil kerja pegawai baik individu, kelompok 
maupun organiasi dapat meningkatkan 
pelayanan publik menjadi profesional dan 
optimal. kemampuan manajemen 
menerapkan nilai-nilai yang terkait dengan 
orientasi hasil yaitu pelayanan perizinan yang 
diberikan harus ada kejelasan, informasi 
keberhasilan kerja pegawai, tingkat efisiensi 
dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan. 

Berdasarkan hasil penelitian pegawai 
atau organisasi Badan Penyelenggara 
Pelayanan Perizinan Kota Kendari dalam 
melaksanakan tugas pelayanan perizinan 
telah menyepakati nilai budaya organisasi 
yaitu   orientasi hasil yang menekankan pada  
nilai-nilai sebagai berikut: (1) kejelasan 
dalam pelayanan perizinan, (2) informasi 
keberhasilan kerja pegawai,  (3) efisiensi 
kerja pegawai dan, (4) efektivitas kerja 
pegawai. Dengan demikian budaya organisasi 
dengan dimensi orientasi hasil dapat memberi 
wujud pelayanan publik yang baik pada  
Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan 

Kota Kendari. Artinya pelayanan perizinan 
pada publik tanpa budaya adanya orientasi 
hasil maka pelayanan tidak akan  terarah dan 
tentun saja  tujuan yang akan dicapai tidak 
akan maksimal. Tetapi dengan adanya 
budaya orientasi hasil maka pegawai atau 
organisasi dapat termotivasi untuk 
memberikan pelayanan publik yang lebih 
baik sehingga dapat mencapai hasil kerja dan 
tujuan  yang maksimal. 
d. Orientasi Orang. 

Pelayanan publik pada Badan 
Penyelenggara Pelayanan Perizinan Kota 
Kendari, perlu didukung nilai budaya yaitu 
orientasi orang  yang memiliki indikator 
sebagai berikut:  (1) ada tidaknya persetujuan 
atasan, (2) adanya kesempatan yang 
diberikan atasan untuk belajar terus menerus, 
(3) diperbolehkan atau tidak diperbolehkan 
adanya kritik, (4) diperlukannya saran antara 
sesama pegawai dan, (5) adanya sistem 
penghargaan  kepada pegawai. 
pelayanan perizinan.  
  Berdasarkan uraian tersebut maka 
pada dasarnya Badan Penyelenggara 
Pelayanan Perizinan Kota Kendari, telah 
menerapkan nilai budaya organisasi dengan 
orientasi orang (pegawai). Hal ini nampak 
sebagai  fakta  dari  nilai orientasi orang  
yang memiliki nilai-nilai sebagai berikut:  (1) 
ada tidaknya persetujuan atasan, (2) adanya 
kesempatan yang diberikan atasan untuk 
belajar terus menerus, (3) diperbolehkan atau 
tidak diperbolehkan adanya kritik, (4) 
diperlukannya saran antara sesama pegawai 
dan, (5) adanya sistem penghargaan  kepada 
pegawai. Dengan demikian nilai orientasi 
orang sebagai salah satu dimensi budaya 
organisasi  dapat memberi semangat pada 
pelayanan publik di Badan Penyelenggara 
Pelayanan Perizinan Kota Kendari. Artinya 
dimensi orientasi orang menjadi nilai budaya 
bersama yang berpengaruh pada pelayanan 
publik karena tanpa adanya orientasi orang 
maka pelayanan tidak baik. Apabila orientasi 
orang dijadikan sebagai nilai bersama dan 
penting mengingat orang atau pegawai 
sebagai pelaksana dan penentu keberhasilan 
berbagai kegiatan dalam organisasi Badan 
Penyelenggara Pelayanan Perizinan Kota 
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Kendari maka pelayanan publik dapat 
terlaksana dengan baik pula.  
e. Orientasi Tim 
 Hasil penelitian ini juga menelusuri 
nilai-nilai budaya organisasi yang diterapkan 
dalam lingkungan Badan Penyelenggara 
Pelayanan Perizinan Kota Kendari yakni 
orientasi tim. Budaya organisasi pada 
dimensi orientasi tim yang menekankan pada 
indikator yakni: (1) kegiatan harus ada 
koordinasi sesama unit kerja, (2) adanya 
keterkaitan antara unit kerja dalam 
pelayanan, (3) adanya kerjasama dalam 
pelaksanaan tugas pelayanan dan (4) adanya 
interdependensi antar sesama  pegawai. 
  Berdasarkan uraian tersebut maka 
hasil penelitian ini telah menelusuri nilai 
budaya organisasi pada dimensi orientasi tim 
yang menekankan pada indikator yakni: (1) 
kegiatan harus ada koordinasi sesama unit 
kerja, (2) adanya keterkaitan antara unit kerja 
dalam pelayanan, (3) adanya kerjasama 
dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan (4) 
adanya interdependensi antar sesama  
pegawai. Dari hasil wawancara tersebut dapat 
disimpulkan bahwa orientasi tim merupakan 
nilai budaya yang diakui oleh pegawai dan 
telah disepakati sebagai nilai-nilai yang harus 
digunakan dalam melaksanakan tugas 
pelayanan perizinan  di Badan Penyelenggara 
Pelayanan Perizinan Kota Kendari. Hal 
bermakna bahwa nilai budaya orientasi tim 
dapat berpengaruh pada pelayanan publik 
karena proses penyelesaian perizinan harus 
melalui tim kerja (bersama) yang kuat 
sehingga pelayanan perizinan dapat 
terlaksana efektif, efisien, jelas, tepat waktu 
dan sederhana serta optimal. Tetapi begitu 
sebaliknya, jika pelaksanaan tugas pelayanan 
perizinan tidak dilaksanakan secara tim 
dengan mengandalkan kemampuan 
individualis dari sesama pegawai maka 
pelayanan publik akan mengalami hambatan 
atau tujuan pelayanan perizinan tidak akan 
tercapai secara optimal, tidak efektif, tidak 
efisien, tidak tepat waktu dan akan banyak 
complain dari masyarakat yang mengajukan 
permohonan perizinan. 
  Penelitian ini mendukung teori 
budaya organisasi yang memiliki dimensi 

inovasi, perhatian kepada kerincian, orientasi 
hasil, orientasi orang dan orientasi tim 
(Robbins (2006: 248) dapat berpengaruh 
pada pelayanan publik di Badan 
Penyelenggara Pelayanan Perizinan Kota 
Kendari, yakni pelayanan perizinan dengan 
nilai budaya tersebut dapat mendorong 
terwujudnya pelayanan publik yang 
mengutamakan  efektivitas, efisiensi, 
kejelasan, sederhana, keterbukaan dan 
ketepatan waktu berkat penggunaan nilai-
nilai budaya organisasi tersebut. olh karena 
itu tanpa adanya nilai budaya organisasi yang 
diakui secara bersama antara pimpinan dan 
pegawai (staf) maka pelaksanaan pelayanan 
perizinan tidak dapat terlaksana secara 
efektif, efisien, kejelasan dan tidak akan ada 
keterbukaan serta ketepatan waktu. Artinya 
pelayanan publik dalam hal pelayanan 
perizinan akan mengalami hambatan jika 
nilai-nilai budaya organisasi tidak dijadikan 
sebagai norma bersama dalam melayani 
masyarakat. 
  Berdasarkan uraian tersebut maka 
pada dasarnya penelitian ini relevan dengan 
nilai-nilai budaya organisasi yang 
dikemukakan Robbins (2006: 248) yaitu:  (1)  
inovasi, (2)  perhatian kepada kerincian, (3).  
orientasi hasil, (4)  orientasi orang, (5) 
orientasi tim. Hal ini ini menjadi kekuatan 
bagi Badan Penyelenggara Pelayanan 
Perizinan Kota Kendari  dalam menerapkan 
nilai-nilai budaya organisasi dalam 
melaksanakan pelayanan perizinan. Dengan 
demikian kegiatan pelayanan perizinan harus 
dilakukan kerjasama dan koordinasi tim kerja 
sehingga dapat meningkatkan pelayanan 
publik yang lebih optimal, profesional dan 
prima. Kondisi seperti ini sesuai dengan 
pendapat yang dikemukakan oleh Denison 
(Johanes, 1997 : 29) menyatakan bahwa: 
Budaya organisasi adalah kekuatan dan 
potensi yang dimiliki suatu organisasi untuk 
melakukan koordinasi dan kontrol terhadap 
perilaku anggota organisasi. Kuatnya suatu 
budaya organisasi dengan sosialisasi diantara 
para anggota. Organisasi yang baik akan 
berpengaruh makin meningkatnya mutu 
informasi serta koordinasi. Pendapat tersebut 
lebih fokus pada adanya kekuatan dan 
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potensi yang harus dimiliki oleh organisasi 
yakni perlu koordinasi dan pengawasan pada 
anggota organisasi terhadap perilakunya 
dalam lingkungan organisasi.    
 Relevan hal tersebut, maka Badan 
Penyelenggara Pelayanan Perizinan Kota 
Kendari menerapkan nilai-nilai budaya 
organisasi untuk menyelesaikan masalah 
yang dihadapi dalam organisasi. hal ini 
sejalan dengan pendapat Robert G. Owens 
(Matondang, 2008: 66) juga mengemukakan 
bahwa budaya organisasi adalah suatu 
bentuk, cara yang digunakan dalam 
pemecahan masalah dalam organisasi, baik 
intern maupun extern yang mencakup: 
filosofi, idiologi, values, asumsi, keyakinan, 
harapan, sikap dan norma-norma yang dirajut 
bersama oleh anggota organisasi dan 
digunakan dalam pembuatan keputusan dan 
pemecahan masalah. 

Pada dasarnya budaya organisasi 
yang diakui sebagai nilai-nilai bersama bagi 
pegawai pada Badan Penyelenggara 
Pelayanan Perizinan Kota Kendari dalam 
melaksanakan pelayanan publik memiliki 
relevansi dengan beberapa kajian teori dan 
asumsi yang  dikemukakan oleh Pacanowsky 
dan O’Donnell Trujillo (West dan Turner. 
2009)  yaitu : Anggota-anggota organisasi 
menciptakan dan mempertahankan perasaan 
yang dimiliki bersama mengenai realitas 
organisasi, yang berakibat pada pemahaman 
yang lebih baik mengenai nilai-nilai sebuah 
organisasi.  Bahwa di Badan penyelenggara 
pelayanan perizinan Kota Kendari telah 
tercermin dalam visi dan misi organisasi dan 
peraturan dalam bentuk Standar operasional 
prosedur yang menjadi nilai standar dan 
prinsip-prinsip dalam sebuah budaya yang 
memiliki nilai intrinsik dari sebuah budaya. 
Nilai menunjukkan kepada anggota 
organisasi mengenai apa yang penting.  

Berdasarkan uraian tersebut, penulis 
pendapat bahwa budaya organisasi  pada 
Badan Penyelenggara Pelayanan Perizinan 
Kota Kendari  adalah seperangkat nilai, 
norma, dan keyakinan yang dijadikan 
pedoman untuk berpikir dan bertindak. Dari 
uraian ini jelas tergambar bahwa  terdapat 
sejumlah nilai yang menjadi identitas budaya 

dalam suatu organisasi yaitu : (1) budaya 
organisasi tercermin visi dan misi organisasi; 
(2) budaya organisasi tercermin dari norma-
norma serta peraturan-peraturan yang dianut 
untuk mengatur perilaku anggota dalam 
wujud visi misi organisasi tersebut; (3) 
Budaya organisasi tercermin dari usaha atau 
kegiatan sosial yang dilaksanakannya dan hal 
ini mengandung pengertian bahwa budaya 
organisasi mempunyai hubungan dengan 
masyarakat yang  menjadi pendukung pihak 
yang berkepentingan atau pihak-pihak yang 
dilayani oleh organisasi. 

Denison (Johanes, 1997 : 29) 
menyatakan bahwa budaya organisasi adalah  
kekuatan dan potensi yang dimiliki suatu 
organisasi untuk melakukan  koordinasi dan 
kontrol terhadap perilaku anggota organisasi. 
Kuatnya suatu budaya organisasi dengan 
sosialisasi diantara para anggota. Organisasi 
yang baik akan berpengaruh makin 
meningkatnya mutu informasi serta 
koordinasi. 

Sehubungan dengan pelayanan publik 
yang diselenggarakan oleh  Badan 
Penyelenggara Pelayanan Perizinan Kota 
Kendari, maka proses pelayanan perizinan 
sangat ditentukan oleh budaya organisasi 
yang diakui sebagai nilai-nilai yang harus 
harus dilaksanakan secara bersama-sama 
dalam melaksanakan pelayanan publik.  
Pelayanan publik dapat katakana terlaksana 
dengan baik apabila didukung indikator 
sebagai berikut: (1) efektivitas, (2) sederhana, 
(3) kejelasan dan kepastian, (4) keterbukaan 
dan (5) Ketepatan waktu. 

Berdasarkan uraian hasil penelitian 
tersebut maka dapat dikatakan bahwa 
pelayanan publik yang menekankan pada 
aspek efektivitas, kejelasan, sederhana, 
keterbukaan dan ketepatan waktu pelayanan 
perizinan pada Badan Penyelenggara 
Pelayanan Perizinan Kota Kendari, dapat 
terlaksana dengan optimal karena pegawai 
dalam melaksanakan tugas pelayanan 
perizinan dipandu oleh nilai-nilai budaya 
organisasi yakni nilai budaya inovasi, 
perhatian kepada kerincian, orientasi hasil, 
orientasi orang dan orientasi tim. Pelayanan 
publik pada Badan Penyelenggara Pelayanan 
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Perizinan Kota Kendari  tanpa adanya nilai-
nilai budaya organisasi akan berpengaruh 
atas hasil yang dicapai karena tidak ada 
pedoman atau acuan kerja yang diakui secara 
bersama dalam melaksanakan tugas 
pelayanan perizinan. 
5. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan maka penulis menarik 
kesimpulan bahwa:  
1. Budaya organisasi dalam pelayanan publik 

pada Badan Penyelenggara Pelayanan 
Perizinan Kota Kendari, ditinjau dari 5 
(lima) dimensi budaya organisasi dalam 
penelitian ini yaitu:  a. Inovasi, sebagai 
nilai-nilai budaya: (1) adanya kebiasaan  
pegawai untuk mengemukakan cara-cara 
baru yang lebih baik, (2) adanya kebiasaan  
mengemukakan  kreativitas kerja, (3) 
adanya kebiasaan  untuk melakukan 
terobosan baru dalam bekerja, (4) adanya 
kebiasaan  pegawai untuk 
mengembangkan kemampuannya, (5) 
adanya kebiasaan  pegawai  untuk 
melaksanakan gagasan baru dalam bekerja 
dan (6) adanya kebiasaan  pegawai 
tanggap dalam memanfaatkan peluang 
yang ada,  b.Perhatian kepada 
kerincian, sebagai nilai-nilai budaya: (1) 
adanya kepercayaan untuk 
bertanggungjawab, (2) adanya tuntutan 
untuk bertanggungjawab dan keberhasilan 
dan, (3) kebiasaan  memiliki cara 
penyelesaian pekerjaan sesuai dengan 
fungsinya. c.  Orientasi hasil, merupakan  
nilai-nilai budaya (1) adanya kejelasan 
dalam pelayanan perizinan, (2) adanya 
kebiasaan  informasi keberhasilan kerja 
pegawai,  (3) adanya efisiensi kerja 
pegawai dan, (4) adanya efektivitas kerja 
pegawai.   d. Orientasi orang, sebagai 
nilai-nilai budaya: (1) ada tidaknya 
persetujuan atasan, (2) adanya kesempatan 
yang diberikan atasan untuk belajar terus 
menerus, (3) diperbolehkan atau tidak 
diperbolehkan adanya kritik, (4) 
diperlukannya saran antara sesama 
pegawai dan, (5) adanya sistem 
penghargaan  kepada pegawai.  e. 
Orientasi tim, sebagai nilai-nilai budaya: 

(1) kegiatan harus ada koordinasi sesama 
unit kerja, (2) adanya keterkaitan antara 
unit kerja dalam pelayanan, (3) adanya 
kerjasama dalam pelaksanaan tugas 
pelayanan dan (4) adanya interdependensi 
antar sesama  pegawai. 

2. Nilai-nilai budaya organisasi telah 
dijadikan sebagai pedoman bersama dalam 
melaksanakan tugas pelayanan publik 
maka pelayanan publik yang menekankan 
efektivitas,  sederhana,   kejelasan, 
keterbukaan,  dan ketepatan waktu tidak 
dapat tercapai secara optimal sehingga 
tujuan pelayanan publik pada Badan 
Penyelenggara Pelayanan Perizinan Kota 
Kendari tidak tercapai dengan optimal. 

 Berdasarkan hasil penelitian dan 
kesimpulan maka penulis mengemukakan 
saran sebagai berikut: 
1. Untuk lebih meningkatkan pelayanan 

publik di Badan Penyelenggara 
Pelayanan Perizinan Kota Kendari, 
sebaiknya nilai-nilai budaya organisasi 
selalu dijadikan sebagai panduan dalam 
memberikan pelayanan pada masyarakat.  

2. Nilai-nilai budaya organisasi tetap 
dipertahankan menjadi panduan bersama 
bagi pegawai khususnya dalam 
memberikan pelayanan publik pada 
Badan Penyelenggara Pelayanan 
Perizinan Kota Kendari  dalam rangka 
mencapai tujuan organisasi di masa yang 
akan datang. 
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